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DEPARTEMEN AGAMA R.L :
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH z_’;s@
Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 ‘ GQF-Z
SEMARANG
oo
;] N
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINS! JAWA TENGAH S:%%
MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta
ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada se- | Cé
mua jenis didalam Perguruan Agama Swasta. “‘q o
b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor
Induk Baru, sehitigga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum ! Qékg
nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah, ‘,' CQP
MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan P&iin\gkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama i
Swasta, dipandang perlu untuk segera Z'adakan Re-Inventarisasi dan Her-Regis- 1 Eéhﬁ
trasi Perguruzn Agama Swasia yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan 'J:QFD
Agema Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. |
MENGINGAT 1. Perzturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963, El ﬂqs
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No, 13 tahun 1964. E“f,} j
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tabun 1964, }
4. Instruksi Dirrenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013, ; ﬂ
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954, |
MENGINGAT PULA ‘

: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

s B

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N ama :/2*"/i- ‘CA
Jenis & tingkat . .&Ii Hess y A b.. | Gq
Alamat ;/u‘lluz(,‘u’f,&a-?db.&?-} ;!
Didirikan tahun Y SO BV LY 2 \

Dibawah asuhan da.d berbadan hukum : £/ $ -

Terhitung mulai tanggal

e g5 B 8

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan
Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-
GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk - s

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-
tahui dan dipergunakan seba gaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal
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An, Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
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Memperhatikan
Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENECERTAN MADRASAH

MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONES]A‘

* bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidik-
an, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madra -
sah sebapgai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di
sekitarnya,

gl )

tndang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990

tentang Pendidikan Dasar ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah ;

Keputusan Presiden .Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974
tentany Pokok-Pokok Organisasi Departemen s

- Keputusan Presiden Republik Tndonesia Nomor 15 tahun 1984

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen se-
hagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presi-
den Republik Indeomesia Nomor 83 tahun 1993 ;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor
037/0/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu
Pendidikar pada Masyarakat ;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurna -
kan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Departemen

Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan
Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisa-
si dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan -
Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

! Perserujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara de-

ngan surat Nomor B-1063/1/93 tangga) 1 Oktober 1993,

MEMUTUSKAR

¢ KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESTA TENTANG  PEMBURAAN
DAN PENEGERIAN MADRASAH
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Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran T dan 1T Keputusan ini ;

¢ Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Ihtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetap
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal
1 sampai dengan Pasal 9;

¢ Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Ker ja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetap-
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal
1 sampai denpan Pasal 93

¢ Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan  Tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur scbagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahan 1978, Pasal 1
sampai dengan Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Perhinaan Kelembagann Apama Tslam;

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Ne
geri dari 442 bualb wenjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawi-
yah Negeri dari 452 huah menjadi 582 buah jumlah  Madrasah

Aliyah Negeri dari %21 buah menjadi 350 buah;

¢ Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang

bertentangan dinyatakan.tidak berlaku;

¢ Keputusan {ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

T 8 W NV

25 Oktober 1993

Nitetapkan di

Pada tanpeal

GA4A REPURLIK INDONESTIA
."}’
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A epr. W, TamiizT TARFR..







